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PUTUSAN 
Nomor 227 K/TUN/2024 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH AGUNG 

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus 

sebagai berikut dalam perkara: 

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 

DKI JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Prajurit KKO 

Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat 10410; 

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tio Serepina Siahaan, 

S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Advokasi, Sekretariat 

Jenderal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus Nomor SKU-01/PUPN/2023, tanggal 11 Januari 

2023; 

Pemohon Kasasi; 

Lawan 

ANDRI TEDJADHARMA,  kewarganegaraan Indonesia,   

tempat  tinggal di Taman Aries C.1/4, Rukun Tetangga 003,   

Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan 

Kembangan, Jakarta Barat, pekerjaan Swasta;  

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I Made 

Parwata, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada 

Kantor Advokad Centris Law Office,  beralamat di Jakarta 

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/PJ-

Ltgs/TUN/XII/2022, tanggal 2 Desember 2022; 

Termohon Kasasi; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, 

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk 

memberikan putusan sebagai berikut: 
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DALAM PENUNDAAN: 

1. Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa I dan objek 

sengketa II yang dimohonkan oleh Penggugat; 

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindak 

lanjut administratif:  

1) Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor PJPN-49/PUPNC.10.01/2021, tanggal 3 Mei 

2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Andri 

Tedjadharma/Bank Centris International sebagai objek sengketa I; 

2) Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 216/PUPNC.10.00/2021, tertanggal 7 

September 2021 tentang Andri Tedjadharma/Bank Centris 

International untuk segera membayar hutangnya kepada Negara cq. 

Kementerian Keuangan cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara 

dan Sistim Informasi sejumlah Rp897.678.554.101,21 (delapan ratus 

sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima 

ratus lima puluh empat ribu seratus satu koma dua puluh satu Rupiah) 

dan biaya administrasi pengurusan piutang negara 10% dari saldo hak 

penyerah piutang sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu 

1X24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat 

paksa sampai dengan adanya putusan hukum yang telah berkekuatan 

hukum tetap (inkracht van gewijsde) atau adanya penetapan lain yang 

mencabutnya sebagai objek sengketa II; 

DALAM POKOK PERKARA: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal atau tidak sah: 

1)   Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor PJPN-49/PUPNC.10.01/2021, tanggal 3 Mei 

2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Andri 

Tedjadharma/Bank Centris International  sebagai Objek Sengketa I; 

2)   Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 216/PUPNC.10.00/2021, tertanggal 7 
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September 2021 tentang Andri Tedjadharma/Bank Centris 

International untuk segera membayar hutangnya kepada Negara Cq. 

Kementerian Keuangan, Cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara 

dan Sistem Informasi sejumlah Rp897.678.554.101,21,00 (delapan 

ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta 

lima ratus lima puluh empat ribu seratus satu koma dua puluh satu 

Rupiah) dan biaya administrasi pengurusan piutang negara 10% dari 

saldo hak penyerah piutang sesuai peraturan perundang-undangan 

dalam waktu 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah 

pemberitahuan surat paksa sebagai objek sengketa II; 

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:  

1)   Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor PJPN-49/PUPNC.10.01/2021, tanggal 3 Mei 

2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Andri 

Tedjadharma/Bank Centris International sebagai objek sengketa I; 

2)   Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 216/PUPNC.10.00/2021, tertanggal 7 

September 2021 tentang Andri Tedjadharma/Bank Centris 

International untuk segera membayar hutangnya kepada Negara Cq. 

Kementerian Keuangan, Cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara 

dan Sistim Informasi sejumlah Rp897.678.554.101,21,00 (delapan 

ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta 

lima ratus lima puluh empat ribu koma dua puluh satu Rupiah) dan 

biaya administrasi pengurusan piutang Negara 10% dari saldo hak 

penyerah piutang sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu 

1X24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan surat 

paksa sebagai objek sengketa II; 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan 

Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 428/G/2022/PTUN.JKT, 

tanggal 11 April 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut 
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dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan 

Putusan Nomor 202/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 13 September 2023; 

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan 

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 September 2023, kemudian 

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan  

pada tanggal 10 Oktober 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori 

Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 23 Oktober 

2023; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam 

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal 

dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada 

tanggal 23 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: 

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; 

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

Nomor 202/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 13 September 2023 jo. 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 428/G/2022/ 

PTUN.JKT, tanggal 11 April 2023; 

3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya; 

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon 

Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 November 

2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi; 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut 

Mahkamah Agung berpendapat: 

- Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan keputusan terkait 

penagihan piutang negara yang telah diputus dalam perkara perdata dan 

telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 
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1688 K/PDT/2003, tanggal 4 Januari 2006, sehingga termasuk 

keputusan tata usaha negara yang tidak dapat dijadikan sebagai objek 

sengketa di peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud 

ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara;    

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut 

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan 

kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya; 

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Jakarta Nomor 202/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 13 

September 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta Nomor 428/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2023, tidak dapat 

dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung 

mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di 

bawah ini; 

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan 

mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang 

dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan 

sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya 

perkara dalam semua tingkat pengadilan; 

Memperhatikan  pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

undangan lain yang terkait; 
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MENGADILI: 

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA 

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA; 

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

Nomor 202/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 13 September 2023, yang 

menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 

428/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2023; 

MENGADILI SENDIRI: 

1. Menyatakan gugatan Penggugat ANDRI TEDJADHARMA tidak dapat 

diterima; 

2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua 

tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024,  oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., 

Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh 

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan                     

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, 

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan 

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera 

Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. 

   

 Anggota Majelis: Ketua Majelis, 

  

   

  ttd.       ttd. 

 

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.  Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. 
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 Anggota Majelis: 

 

 

 ttd. 

  

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. 

  

                 Panitera Pengganti, 

 

 

 ttd. 

 

 Joko A. Sugianto, S.H. 

 

Biaya-biaya: 

1. Meterai Rp 10.000,00 
2. Redaksi Rp 10.000,00 
3. Administrasi Kasasi Rp 480.000,00 

Jumlah Rp 500.000,00 

 

Untuk Salinan 
MAHKAMAH AGUNG R.I. 

 a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara 

   
 
 
 
 

  (H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.) 
      NIP. 19610514 198612 1 001 
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